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8. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai harus juga diterapkan

syarat khusus bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri maju dalam pemilihan

umum, antara lain:

a. masa tunggu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); dan

b. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

terpidana.

9. Bahwa berkenaan dengan syarat adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar

belakang jati diri seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, hal

tersebut harus dilakukan dengan melakukan pengumuman publik melalui media masa yang

terverifikasi pada dewan pers, yang bru diterbitkan untuk Pemilukana T ahun 2024,

sebagaimana diatur dalam Juknis 1229/2024, khususnya halaman 71-72, selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

Halaman 71-72 Juknis 1229/2024 

Ca/on terpidana dengan status mantan terpidana. 

a. surat dari pemimpin redaksi media masa

lndikator Kebenaran

1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas

2) merupakan dokumen terkait ca/on

3) dokumen memuat /atar belakang jati diri Ca/on sebagai mantan terpidana,

jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa, dan bukan

sebagai pelaku kejahatan beru/ang-u/ang

4) dilampiri dengan bukti pengumuman di media massa /okallnasional.

Pengumuman tersebut dapat berupa:
a) pemasangan media /uar ruang (out door media) seperti spanduk, banner,

atau billboard;

b) media sosial; dan

c) media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang /ainnya baik media

massa lokal atau nasiona/.

5) Pengumuman memuat:

a) jenis pidana;

b) lama ancaman; dan

c) lama hukuman.

6) dokumen merupakan surat dari pimpinan redaksi media massa lokallnasional

yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan

2024.

10. Bahwa secara prinsip, Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerapkan perbedaan rezim antara

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sebagaimana Mahkamah menyatakan dalam

Pertimbangan Hukumnya halaman 44 dalam Putusan 12/2023 sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum halaman 44 Putusan 12/2023 
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Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilh melalui pemilihan (elected 

officials) baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah 

yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang 

pleno terbuka untuk umum pada tangga/ 29 September 2022 pada intinya telah 

menegaskan tidak terdapat /agi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan 

kepa/a daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU­

XX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana 

yang hendak mengajukan diri sebagai ca/on anggota DPR dan DPRD sebagaimana 

pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU­

XV/112019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri 

sebagai kepala daerah. 

11. Bahwa faktanya, Salmun Tabun dalam memenuhi persyaratan menjadi Calon Bupati Timar

Tengah Selatan pada Pemilukada TTS Tahun 2024 tidak melakukan pengumuman melalui

media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal ini diungkapkan dalam Surat Pengaduan

kepada Termohon tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Dony Erastus Tanoen (Surat

Pengaduan) [Bukti P-14]. Dalam Surat Pengaduan, dugaan pelanggaran administrasi, kode

etik, dan pidana oleh Salmun Tabun diketahui berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi

dan fakta lapangan serta klarifikasi T ermohon dan Bawaslu TTS terkait status media online

flobamoranews.com, sebagaimana lengkapnya sebagai berikut:

a. Surat Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu TTS Nomor: 97.a/LHP/PM.01.02/09/2024

tanggal 4 September 2024 terkait Hasil Pengawasan di Sekretariat Media Flobamora

News Kupang, diperoleh keterangan dari Pimpinan Redaksi atas nama Robert Steven

Enok bahwa medianya terdaftar pada Dewan Pers dengan nama Jaringan Media

Siber Indonesia (JMSI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 15/SK­

DP/2022. Sedangkan Pengumuman Status Mantan Terpidana Salmun Tabun

dipublikasikan pada Media Online Lokal flobamoranews.com dibuktikan dengan Surat

Pemimpin Redaksi yang masuk ke T ermohon terkait Pengumuman status sebagai

Mantan Terpidana berasal dari Media flobamoranews.com;

b. Berdasarkan hasil pengawasan Sawaslu TTS tanggal 12 September 2024 terkait

Pelaksanaan Klarifikasi oleh Termohon terhadap Pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan

Pers Pusat yang beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 7 -8, Jalan Kebon Sirih Nomor

32-34 Jakarta. Hasil Pengawasan ini kembali menegaskan media flobamoranews.com

BENAR-BENAR TIDAK TERVERIFIKASI DEWAN PERS:

c. Pada tanggal 14 September 2024, Termohon mengeluarkan Serita Acara Nomor:

434/PL.02.2-SA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan

Pasangan Galon Bupati dan Wakil Supati Kabupaten Timar Tengah Selatan Tahun 2024

yang menyatakan bahwa Sakal Pasangan Galon Supati dan Wakil Supati atas nama

Salmun Tabun dan Marten Tualaka memenuhi syarat secara tegas mengabaikan hasil

klarifikasi Bawaslu TTS tanggal 12 September 2024 yang dituangkan dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/09/2024;
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Konstitusi membatalkan pencalonan Salmun Tabun sebagai Calon Bupati nomor urut 1 pada 

Pemilukada TTS Tahun 2024. 

11. Bahwa mohon menjadi perhatikan Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas,

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan

membatalkan Pasion 1 dan/atau Pasion 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu

pasangan calon, in casu Salmun Tabun sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 1 pada

Pemilukada TTS Tahun 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan

identitas calon kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi

menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian 

terhadap lega/itaslkeabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan ca/on Wakil Bupati yang 

menjadi pasangannya) sebagai pasangan ca/on peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Ka bu paten Sabu Raijua T ahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain 

dalam Pasa/ 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan 

dicalonkan sebagai Caton Gubernur dan Caton Wakil Gubemur, Ca/on Bupati dan 

Ca/on Wakil Bupati, serta Ca/on Walikota dan Ca/on Wakil Walikota ... 

... Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan 

tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai ca/on Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, 

sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan 

ca/on sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab!IX/2020 tentang Penetapan 

Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 

2020, maka dengan sendirinya ca/on wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan 

Ca/on Peserta Pemilihan Bupati dan Waki/ Bupati Ka bu paten Sabu Raijua T ahun 2020. 

Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Ca/on Nomor Urut 2 dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua T ahun 2020 harus dinyatakan 

batal demi hukum" 

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi syarat administratif adalah salah 

satu calon, namun konsekuensi pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua calon 

tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus didiskualifikasi. Mendasarkan pada fakta­

fakta dan uraian di atas, maka berdasar dan beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi 

mendiskualifikasi Pasion 1 dan Pasion 5 dari Pemilukada TTS Tahun 2024, atau setidak-tidaknya 

melaksankaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa lokasi yang sudah Pemohon uraikan di 

atas. 
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E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan Nomor

1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar Tengah

Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024,

sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus

Lioe Johny Army Konay Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten

Tualaka di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat, dan

Kecamatan Kuatnana.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar Tengah Selatan

Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan

Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar

Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember

2024, sebagai berikut:

No. Urut Nama Pasangan Calon Jumlah 

1 Salmun Tabun & Marten Tualaka 46.597 

2 Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan 11.279 

3 Alexander Kase & Johanis Lakapu 15.624 

4 Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo 56.324 

5 Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay 51.535 

Jumlah Suara Sah 218.987 

Jumlah Suara Tidak Sah 45.167 

Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah) 226.526 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan

ini.

ATAU 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan Nomor

1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar Tengah

Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024

sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus

Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan

Marten Tualaka;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army

Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka

sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar Tengah Selatan Tahun 2024;
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4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timar Tengah Selatan

Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan

Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor

Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember

2024, sebagai berikut:

No. Urut Nama Pasangan Calon Jumlah 

1 Salmun Tabun & Marten Tualaka DISKUALIFIKASI 

2 Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan 11.279 

3 Alexander Kase & Johanis Lakapu 15.624 

4 Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo 56.324 

5 Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay DISKUALIFIKASI 

Jumlah Suara Sah 83.227 

Jumlah Suara Tidak Sah 143.299 

Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah) 226.526 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan untuk

melaksanakan putusan ini.

ATAU 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timar Tengah Selatan Nomor

1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah

Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengan

Selatan Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kuanfatu,

Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuatnana tanpa

keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army

Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan

putusan ini.

ATAU 

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona). 
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